
BUPATILEBONG 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 

NOMOR e-:; TAHUN 2017 

TENTANG 

PENILAIAN RISIKO PADA ORGANISASI P ERANGKAT 
DAERAH KABUPATEN LEBONG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEBONG, 

Menimbang a . bahwa untuk mencapai tujuan orgamsas1 m lalui 
kegiatan yang efektif dan efisien, kean alan 
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan 
ketaatan terhadap peraturan perundang-unda gan, 

Mengingat 

Pemerintah Kabupaten Lebong mela~ tkan 
pengendalian atas penyelenggaraan kef atan 
pemerintahan; 

b. bahwa dalam rangka pelak sanaan si: tern 
pengendalian in tern yang efektif dan ef sien 
di lingkun gan Pemerintah Kabupaten L )ong 
perlu men.erapkan kebijakan peniJ t.ian 
risiko; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayi . (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun W08 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemer 1tah, 
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melal .1kan 
penilaian r isiko; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai 1ana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c d i atas, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati L bong 
tentang Penilaian Risiko Pada Organisasi Pera .gkat 
Daerah Kabupaten Lebon g. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar r ·gara 
Republik lndonesia Tahun 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 te tang 
Pemben tukan Provinsi Bengkulu {Lembaran 1' !gara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind< 1esia 
Nomor 2828); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 te Ltang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan S eba dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran l' !gara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind• riesia 
Nomor 3851); 



4. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 ter, ang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Rep· blik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamb, 1an 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4281 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 ter ang 

Pembentukan Kabupaten Lebong dan KabuJ tten 

Kepahiang dj Provinsi Bengkulu (Lembaran N( tara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 54, 

Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indo esia 

Nomor 4349); 
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 ter ang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rep blik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamb han 

Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 435 ); 

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 te1 ang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung j wab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Rep blik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamb han 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440 ); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 te, ~ang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Und8 1gan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ·O 11 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rei: 1blik 

Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 te tang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rei: tblik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Taml: than 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~ i87), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah ter khir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun !015 

tcntang Perubahan Kedua Atas Undang-Ur iang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan D erah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun WIS 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara ReJ 1blik 
Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 te tang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lem aran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nom01 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Ind< 1esia 

Nomor 4890); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 te tang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rei .lblik. 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tam ilian 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, 7); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ' 1hun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan C Lerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali te ikhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Norr r 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ' :i.hun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan [ terah 
(Berita Negara Republik Indone.;;ia Tahun 2011 omor 
301); 



Menetapkan 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T hun 
2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita N, :rara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); :, 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong NomOJ IO 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sus, nan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabu1 tten 
Lebong Tahun 2016 Nomor 10). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PENILi CAN 
RISIKO PADA ORGANISASI PERANGKAT DAE :AH 
KABUPATEN LEBONG 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyeleng ara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemeri, tah 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong. 

4. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan D RD 

dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenar ~an 

daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat A BD 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerin.tah daerah yang ditetai: ~an 

dengan Peraturan Daerah. 

6. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindc, ~an 

dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Kepala lan 

seluruh pegawa1 untuk memberikan keyakinan memadai tas 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif lan 

efisien,keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang r ilik 

Daerah, Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undang n. 

7 . Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat ~· ,IP, 

adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan se ara 

menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong. 

8. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, eva11 :1.s1, 

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggru tan 

tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan : mg 

memadai bahwa kegiatan telah sesuai dengan tolok ukur yang t lah 

ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan d, am 

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 



9. lnspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah ang 

bertanggungjawab langsung kepada Bupati. 

10. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan keja lian 

yang mengancam pencapaian Tujuan Kegiatan dan Sasaran Organ sasi 

Perangkat Daerah. 

11 . Tujuan Organisasi Perangkat Daerah adalah tujuan yang tercar um 

dalam Dokumen Restra Organisasi Perangkat Daerah. 

12. Sasaran Organisasi Perangkat Daerah adalah sasaran yang tercar um 

dalam Dokumen Restra Organisasi Perangkat Daerah. 

13. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk meng, tasi 

risiko yang telah diidentifikasi dalam rangka pencapaian Tu 1an 

Kegiatan / Sasaran O rganisasi Perangkat Daerah. 

14 . Tujuan Kegiatan adalah hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan J 1da 

Organisasi Perangkat Daerah. 

15. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, di.mana, ka an, 

mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga d pat 

berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan 

16. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang t lah 

teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungk:inan munculnya lan 

besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya. 

1 7. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP ad Lah 

Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan oleh Organisasi Peran kat 

Daerah. 

18. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah } mg 

selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan lan 

penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja prog am 

dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai d sar 

penyusunan APBD 

19. Perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugaf Ln 

dari pimpinan instansi yang 1ebih tinggi kepada pimpinan instansi yt 1g 

lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang dise1 ru 

dengan indikator kinerja. 

20. Oaf tar Tujuan Kegiatan adalah dokumen yang berisi tujuan yang E1 :an 

dicapai dari Kegiatan Utama Organisasi Perangkat Daerah. 

21. Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi risiko-risiko yang dihasil :an 

dari kegiatan Identifikasi Risiko atas Kegiatan Utama Organ1 asi 

Perangkat Daerah. 



22. Ookumen RTP adalah dokumen yang berisi Kegiatan Pengendalian : 1ng 

akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah. 

23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD ad lah 

Kepala Perangkat daerah yang mengelola keuangan daerah ang 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan ber tiJ jak 

sebagai Bendahara Umum Daerah. 

Pasal 2 

( 1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan )agi 

pejabat/ pegawai Pemerintah Daerah dalam melakukan Penilaian Risi o di 

setiap Organisasi Perangkat Daerah. 

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk: 

a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efekti dan 

efisien;dan 

b. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko erta 

memantau aktivitas pengendalian risiko. 

BAB II 
PENILAIAN RISIKO 

Pasal 3 

(1) Kepala Perangkat Daerah/PPKD wajib melakukan penilaian risiko. 

(2) Dalam Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), I- pala 

Perangkat Daerah menetapkan: 

a. Tujuan Perangkat Daerah/PPKD. 

b. Tujuan pada tingkatan kegiatan. 

(3) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a . Identifikasi risiko; dan 

b. Analisis risiko. 

Pasal 4 

(1) Tujuan Perangkat Daerah/PPKD sebagaimana dimaksud daJam P sal 3 

ayat (2) huruf a memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, te .drur, 

dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. 

(2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikomunik. sikan 

kepada seluruh pegawai. 

(3) Untuk mencapai Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat(l), epala 

Perangkat Daerah/PPKD menetapkan: 

a. Strategi operasional yang konsisten; dan 

b. Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko. 



PasalS 

Penetapan Tujuan pada tingkatan kegiatan sebagairnana dimaksud d lam 

Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit dilakukan dengan memperha kan 

ketentuan: 

a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Organisasi Perai ~kat 

Daerah; 

b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu d~ tgan 

lainnya; 

c. relevan dengan seluruh kegiatan utama Pemerintah Daerah; 

d. mengandung unsur kriteria pengukuran; 

e. didukung sumber daya Perangkat Daerah yang cukup; dan 

f. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penctapannya. 

Pasal 6 

Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) hv uf a 

paling sedikit dilaksanakan dengan: 

a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Pera gkat 

Daerah/ PPKD dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehen f; 

b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risikc dari 

faktor eksternal clan faktor internal; dan 

c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. 

Pasal7 

(1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) hu uf b 

dilaksanakan untuk menentukan tingkat dari risiko yang telah diident ikasi 

terhadap pencapaian Tujuan Perangkat Daerah/PPKD. 

(2) Kepala Perangkal Daerah/PPKD menerapkan prinsip kehati-hatian alam 

menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. 



BAB III 

DOKUMEN PENILAIAN RISIKO 

Pasa18 

( 1) Setiap Perangkat Daerah / PPKD wajib menyusun draft dokumen Pen aian 

Risiko; 

(2) Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) t rdiri 

atas: 

a. daftar tujuan kegiatan; 

b. daftar risiko; 

c. formulir analisis risiko; 

d. skala kemungkinan terjadinya risiko; 

e. skala dampak terjadinya risiko; 

f. formulir identifikasi celah pengendalian; 

g. rencana tindak pengendalian; 

h. laporan pelaksanaan RTP; 

i. realisasi pelaksaan RTP. 

(3) Format dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ay t (2) 

tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahka dari 

Peraturan Bupati ini. 

(4) Draft Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ay t (1) 

disampaikan kepada Inspektorat sebagai salah satu kelengkapan do!< Lmen 

RKA Perangkat daerah/PPKD. 

(5) lnspektorat melakukan reviu atas Draft Dokumen Penilaian Risiko yang 

disampaikan oleh Kepala perangkat daerah/PPKD. 

(6) Dalam hal hasil reviu sebagaimana dimaksud ayat (4) terdapat perb ikan, 

dokumen Penilaian risiko dikembalikan pada Perangkat Daerah/ >PKO 

untuk dilakukan perbaikan. 

Pasal 9 

(1) Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 a~ 1t (2) 

dibuat berdasarkan tata cara pcngisian Dok.umen Penilaian Risiko. 

(2) Tata cara pengisian dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksU< pada 

ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

PasallO 

(1) Dokumen Penilaian Risiko basil reviu lnspektorat sebagaimana dirr Lksud 

dalam pasal 8 ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/PPKD. 

(2) Dokumcn Penilaian Risiko yang telah direviu sebagaimana dimaksui pada 

ayat (1) diserahkan kepada Bupati mclalui Inspektorat. 



(3) Kepala Perangkal Daerah/PPKD menyampaikan Dokumen Penilaian R siko 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Inspektorat paling la 1bat 

akhir bulan Februari tahun berikutnya. 

BAB IV 

PELAKSANAAN 
Pasal 11 

(1) Dokumen Penilaian Risiko harus segera dikomunikasikan kepada pe1 1wai 

Organisasi Perangkat Daerah. 

(2) Kepala Perangkat Daerah/PPKD melaksanakan RTP yang terdapat c Liam 

dokumen Penilaian Risiko. 

(3) Pada akhir tahun anggaran, Kepala Perangkat Daerah/PPKD ,ajib 

membuat laporan Pelaksanaan RTP dan disampaikan kepada E Lpati 

melalui Inspektorat. 

(4) Pelaksanaan RTP dievaluasi oleh Inspektorat. 

(5) Hasil evaluasi disampaikan kepada Bupati dan Kepala Perangkat Daen 1. 

BABV 
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN 

Pasal 12 

(1) Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko dilal 1kan 

oleh Bupati melalui Inspektorat. 

(2) Pengawasan pelaksanaan pengendalian Risiko sebaga1mana dimaksud pada 

ayat ( 1) meliputi: 

a. audit; 

b. reviu; 

C. evaluasi; 

d. pemantauan; 

e. kegiatan pengawasan lainnya. 

(3) Pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko sebaga1mana dimaksud pada 

ayat ( 1) meliputi: 

a. sosialisasi; 

b. pendidikan dan latihan; 

c. pembimbingan dan konsultansi; 

d. peningkatan kompetensi auditor Aparat Pengawasan Intern Peme intah 

Daerah. 



BAB VI 
PEMBIAYAAN 

Pasal 13 

Biaya yang timbul untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan ,ada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perat ran 

Bupati ini dengan penempalannya daJam Berita Daerah Kabupaten Lebon 

Diundangkan di Tu bei 
pada tanggal f T f)ovt.WJo~ 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUP4-0NG 

H. MIRW~ EFFENDI 

DERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 83 . 



BAB VI 

PEMBIAYAAN 
Pasal 13 

Biaya yang timbul untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan ,ada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perat ran 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebon 

Diundangkan di Tu bei 
pad a tanggal I =t ,rJove.m.bu 201 7 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LEBONG 

Cap/dto 

H. MIRWAN EFFENDI 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal If fJo\lUV'JoU- 201 

BUPATI LEBONG, 

Cap/dto 

H. ROSJONSYAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 83 • 

Salinan Sesuai dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

Drs. SYABAHUL ADHA 
NIP. 19670321 198693 1 001 



Lampiran Peraturan Bupati J !bong 

Nomor fl'j Tahur 2017 

Tanggal t7 ~W 201 7 

TATA CARA PENGISIAN 
DOKUMEN PENILAIAN RISIKO 

I. PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO 

Tahapan proses Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko terdiri lari 5 

tahapan, dimulai dari Penyusunan Daftar Tujuan sampai pen} rahan 

Dokumen Penilaian Risiko kepada Bupati pada saat penanda angan 

Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, yaitu: 

A. Tahapan Penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Per ngkat 

Daerab. 

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan Daftar Tujuan K1 5iatan 

Utama Perangkat Daerah sebagaimana Lampiran 1. 

Tahap Penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utama Org nisasi 

Perangkat Daerah terdiri dari kegiatan: 

1. Mengidentifikasi Sasaran Strategis Organisasi Perangkat Daen 1. 

Sasaran Startegis Organisasi Perangkat Daerah pada da arnya 

terdapat dalam dokumen-dokumen berikut ini: 

a . Sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam dokumen R• 1cana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kab paten 

Lebong; 

b. Tugas clan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dite lpkan 

oleh Peraturan Bupati Lebong 

c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah; 

d . Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah; 

e. Rencana Kinerja Organisasi Perangkat Daerah; 

f. Dokumen Perjanjian Kinerja; 

g. Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. 



2. Mengidentifikasi Kegiatan Utama Perangkat Daerah. 

Kegiatan Utama Organisasi Perangkat Daerah pada dasarny1. dapal 
diidentifikasi dalam dokumen-dokumen berikut ini: 
1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah; 
2) Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah; 
3) Renja Organisasi Perangkat Daerah; 
4) Dokumen Perjanjian Kinerja; 
5) Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah. 

3. Menyusun Daftar Tujuan atas Kcgiatan Utama Organisasi Per ngkat 
Daerah 

Langkah kerja Penyusunan Tujuan Kegiatan Utama pada 
Organiasai Perangkat Daerah adalah sebagai berikul: 

a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pene ipan 
Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada se 1ruh 
pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Daftar T 1uan 
atas Kegiatan pada masing-masing unit bidang/bagia di 
Organisasi Perangkat Dacrah; 

b . Kegiatan penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utarna ,ada 
masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan seb~1 lyak 
mungkin personil di masing-masing unit yang mema tarni 
Kegiatan Utama Perangkat Daerah; 

c. Mekanisme penyusunan Daftar Tujuan atas Kegiatan Utar a di 
rnasing-masing unit diutamakan melalui Focus Group Disc sion 
(FGD); 

d. Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang dihasilkan di ma mg-
masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat ese m 3 
untuk dikumpulkan di Sekretaris/Kepala Bagian Orgar sas1 
Perangkat Dacrah; 

e. Dokumen Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang dihasilk n di 
rnasing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pim1 nan 
Organisasi Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan; 



f. Dokumen Daftar Tujuan atas kegiatan utama yang iUdah 
diperbaiki ditandatangani oleh kepala Organisasi Per ngkat 
Daerah; 

g. Dokumen Daftar Tujuan, bersama dengan Daftar Risik dan 
Dokumen RTP merupakan kelengkapan atas Dokumen Rt 1cana 
Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang diserahkan l ·pada 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 

B. Tahapan Penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan Utama Peri 1gkat 
Daerah. 

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan Daftar Risik, atas 
Kegiatan Utama Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana Form 
Tahapan Penyusunan Daftar Risiko atas kegiatan utama Pen 1gkat 
Daerah terdiri dari kegiatan: 

1. Mengidentifikasi risiko yang dihadapi dalam kegiatan tama 
Organisasi Perangkat Daerah. 
Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, k , pan, 
mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga , :tpat 
berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan/ sasaran Pera gkat 
Daerah a tau tujuan/ sasaran Kegiatan. 
Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko a alah 
memperoleh data risiko sebanyak- banyaknya baik Risiko in ·rnal 
maupun risiko eksternal. 
Data risiko dapat diperoleh melalui: 
a. Dokumen hasil pemeriksaan oleh BPK dalam beberapa Lhun 

terakhir; 
b. Dokumen hasil pengawasan oleh BPKP dalam beberapa t hun 

terakhir; 
c. Dokumen hasil pengawasan oleh Inspektorat Pr vinsi 

Banten/Kota Tangerang Selatan dalam beberapa tahun terak ir; 
d. Penanganan kasus oleh instansi penegak hukum; 
e. Laporan masyarakat/LSM; dan 
f. Informasi dari pegawai di OPD yang bersangkutan. 



.. 

Langkah kerja identifikasi risiko 

Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pem ·apan 
Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada s luruh 

pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Daftar Risi1 1 atas 

Kegiatan di masing-masing unit: 

a. kegiatan penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan di rr LSing­

masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak ml 1gkin 

personil di masing-masing unit yang memahami Kegiatan tan1a 

Organisasi Perangkat Daerah; 

b. mekanisme penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan di m sing­

masing unit diutamakan melalui Focus Group Discusion; 

c. Daftar Risiko atas kegiatan utama yang dihasilkan di m s1ng­

masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat es lon 3 

untuk dikumpulkan di Sekretaris/Kepala Bagian pada Orga 1isasi 

Perangkat Daerah; 

d. Dokumen Daitar Rjsiko atas Kegiatan Utama yang dihasilJ 3n di 

masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pirr >inan 

Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan; 

e. Dokumen Daftar Risiko atas Kegi.atan Uta.ma yang udah 

diperbaiki ditandatangani oleh kepala Organisasi PerE 1gkat 

Daerah; 

f. Dokumen Daftar Risiko, bersama dengan Daftar Tujuar dan 

Dokumen RTP, merupakan kelengkapan atas Daku.men Re cana 

Kerja dan Anggaran yang diserahkan kepada Tim Ang .aran 

Pemerintah Daerah. 

C. Tahapan Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian 

Tahap penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ~ ialah 

tahap menuangkan rencana tindak dalam suatu dokurnen yang 

memperlihatkan prioritas penanganan risiko yang dihasilkar dari 

tahapan sebelumnya. Tahapan ini terdiri dari kegiatan: 



1. Menganalisis risiko yang teridentifikasi. 

Risiko yang dihasilkan dari tahapan Identifikasi Risiko selan 1tnya 

dilakukan analisis risiko. Analisis Risiko untuk meng tahui 

level/ tingkat risiko yang dihasilkan dari besaran kemuni dnan 

terjadinya risiko dan dampak yang dihasilkan dari terjadinya -isiko 

terse but. 

Analisis Risiko menggunakan formulir Analisis Risiko sebaga nana 

Form 3. 

Matriks Tingkat Kemungkinan terjadinya risiko dapat diliha1 pada 

Form 4. Sedangkan Matriks Tingkat Dampak yang dihasilka dari 

terjadinya risiko dapat dilihat pada Form 5. 

Analisis Risiko pen ting untuk mengetahui level/ tingkat risik dan 

prioritas penanganan risiko oleh Perangkat Daerah. 

2. Mengenali Pengendalian yang Ada/Terpasang 

Tahapan ini bertujuan mendokumentasikan apa yang telah 4 ibuat 

(ada/terpasang) oleh Organisasi Perangkat Daerah alam 

mengendalikan risiko yang teridentifikasi. 

3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada/Terpasang 

Tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi apakah pengen alian 

yang telah dibuat (ada/terpasang) untuk mengelola risiko te :entu 

sud ah cukup dan ef ektif. 

Ada kemungkinan bahwa pengendalian yang sudah dira .cang 

dengan baik namun tidak dapat berjalan/bekerja efektif sebaga nana 

tujuan yang diinginkan. Evaluasi atas efektifitas pengendalian :::>erlu 

dilakukan untuk menentukan apakah ketidakefektifan te1 ,ebut 

disebabkan ketidakcocokan atau ketidakcukupan rancanganny. atau 

permasalahan pada saat pelaksanannya. 

Dalam tahapan 1Il1 akan ada 4 kemungkinan celah yang 

teridentifikasi : 

a. Pengendalian sudah ada namun tidak sesuai dengan peratu ll1 di 

atasnya. 



b. Pengendalian sudah ada namun belum memiliki/dijabarl m ke 

dalam prosedur baku. 

c. Pengendalian belum ada sama sekali maka perlu dibuat/d ,usun 

Pengendalian terkait. 

d. Pengendalian sudah ada, telah memiliki/ dijabarkan ke lalam 

prosedur baku, namun belum dilaksanakan 

4. ldentifikasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian 

Langkah selanjutnya setelah celah pengendalian yang ada ::lapat 

diidentifikasi adalah mengidentifikasi kegiatan pengendaliar yang 

cocok dalam rangka perbaikan pengendalian. Tahapan ini 1arus 

mempertirnbangkan cost and benefit dan tidak menimbulkan roses 

kegiatan tambahan yang memberatkan (pengendalian harus n ~lekat 

di dalam proses bisnis). 

Formulir yang digunakan untuk kegiatan pada angka 2 unpai 

dengan angka 4 ada pada Form 6. 

5. Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian. 

Setelah rencana perbaikan atas kegiatan pengendalian risiko ::iapat 

teridentifikasi tahap berikutnya adalah penyusunan Dol umen 

Rencana Tindak Pengendalian. 

Langkah kerja Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengen alian 

a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pene apan 

Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis k pada 

seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk men usun 

Rencana Tindak Pengendalian atas kegiatan utama di m smg­

masing unit: 

b. Kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas 

kegiatan utama di masing-masing unit dilakukan d ngan 

melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masin unit 

yang memahami Kegiatan Utama Perangkat Daerah, Risik atas 

kegia tan Utama dan cara penanganan risiko~ 



c. Mekanisme penyusunan Rencana Tindak Pengendaliar atas 

Kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui Focus ]roup 

Discusion; 

d. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang dihasiU. m di 

masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing f ·jabat 

eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris Organisasi Pen 1gkat 

Daerah; 

e. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang dihasilk .n di 

masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pin )lflan 

Organisasi Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan; 

f. Dokumen hasil analisis Risiko atas Kegiatan yang udah 

diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh kepala Orgc: 1isasi 

Perangkat Daerah; dan 

g. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian1 bersama dengan taftar 

Tujuan dan Daftar Risiko merupakan kelengkapan atas 

Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daeral' yang 

diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Fo nulir 

Rencana Tindak Pengendalian dapat dilihat pada Form 7. 

D. Tahapan Reviu Dokumen Penilaian Risiko oleh lnspektorat. 

1. Dokumen Penilaian Risiko yang terdiri dari Daftar Tujuan
1 

,aftar 

Risiko dan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian meru akan 

kelengkapan dari dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Orga tisasi 

Perangkat Daerah yang diserahkan oleh Kepala Perangkat C Lerah 

kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah; 

2. Inspektorat, bersamaan dengan kegiatan Reviu atas Rencana Kerja 

dan Anggaran Perangkat Daerah juga melakukan reviu atas 

Dokumen Penilaian Risiko; 

3. Hasil reviu dari Inspektorat dijadikan dasar sebagai perbaika.J atas 

Dokumen Penilaian Risiko; 

4. Draft Dokumen Penilaian Risiko dapat diperbaiki sesuai d ngan 

pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja D ,erah 

menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 



E. Tabapan Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko Kepada Bupa• 

1. Setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja l aerah, 

seluruh Kepala Perangkat Daerah harus memfmalkan De ~umen 

Penilaian Risiko yang akan diserahkan kepada Bupati; 

2. Dokumen Penilaian Risiko yang ditandatangani oleh Cepala 

Perangkat Daerah diserahkan kepada Bupati melalui Inspekto :1.t. 

3. Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko dilaksanakan pad saat 

penandatangan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala 01 ,anisai 

Perangkat Daerah yang dilakukan paling lambat 1 bulan etelah 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran diterima oleh Kepala Org nisasi 

Perangkat Daerah. 

II . PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN 

- Dokumen Penilaian Risiko harus segera dikornunikasikan epada 

sebanyak mungkin pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah. 

- Kegiatan Pengendalian yang ada dalam Dokurnen Rencana 'indak 

Pengendalian menjadi a cuan pelaksanaan atas Kegiatan Jtama 

Perangkat Daerah. 

- Perangkat Daerah wajib membuat Laporan Pelaksanaan Rencana 'indak 

Pengendalian yang ditujukan kepada Bupati melalui Inspektorat paling 

larnbat akhir bulan Februari lahun berikutnya. Pelaporan menggt 1akan 

Form 8 dan 9. 

III. PEMANTAUAN/REVIU ATAS PELAKSANAAN RENCANA T '>lDAK 

PENGENDALIAN 

Setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah harus melakukan pernru :auan 

dan reviu untuk mernastikan bahwa dokumen Rencana ' tndak 

Pengendalian telah dilaksanakan sesuai rencana dan sep nJang 

diperlukan dapat dilakukan perbaikan atas Dokumen Rencana · mdak 

Pengendalian. 



IV. EVALUASI ATAS PELAKSANMN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dilakuka. oleh 
lnspektorat Kabupaten Lebong. 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUP~ EBONG, 

H. MIRW6N EFFENDI 

BUPATI LEBONG, 

-----.~~, ~ 
.-:::::::.-:::::::.:::::::~H:-.-:R-::I_SJ~r-~N=-=SYAH 7 -

BERJTA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 8.3 " 
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IV. EVALUASI ATAS PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN 

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian di1akukru oleh 

Inspektorat Kabupaten Lebong. 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LEBONG, 

Cap/ dto 

H. MIRWAN EFFENDI 

BUPATI LEBONG, 

Cap/ dto 

H. ROSJONSYAH 

SERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHON 2017 NOMOR 8.3 

Salinan Sesuai dengan As linya 
KEPALA BAGIAN HUKUM) 

Drs. SYABAHUL ADHA 
NIP. 19670321 198693 l 001 


